
 
 

 
 

 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

 
NOMOR   66   TAHUN   2024 

 
TENTANG 

 
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan tambahan penghasilan 

bagi pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan 
tentang tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur 

Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2950 Nomor 42); 

SALINAN 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);   

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PURBALINGGA. 
 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2022 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 

Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:  

 
 



1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7) 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

 
(1) TPP paling sedikit diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun 

dimulai pada bulan Januari tahun berjalan. 

(2) TPP diberikan mulai tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya. 

(3) Dalam hal TPP tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP diberikan pada bulan 

berikutnya. 

(4) Tata Cara Pemberian dan Pencairan TPP sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

(5) Besaran TPP paling banyak diberikan sebesar 100% (seratus persen) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) TPP dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

(7) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk PNS 

ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 

 
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 17 

 
(1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat 

diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling 

singkat 1 (satu) bulan kalender.  

(2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap 

sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat menerima TPP ASN tambahan, 

ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan 

sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan yang  dirangkapnya. 

(3) Pejabat setingkat yang menjabat Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan 

lain yang setara, diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) 

dari TPP jabatan yang dirangkapnya. 

(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap  

atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. 

atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang 

tertinggi. 

(5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. 

atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat 

sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat. 

 

 

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
 

Ditetapkan  di Purbalingga 

pada tanggal 29 Juli 2024  

BUPATI PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga     

pada tanggal  29 Juli 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

ttd 
 

 
HERNI SULASTI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 66 
 

 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

SOLIKHUN, S.H.,M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19730310 199903 1 007 
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